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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Dari uraian pada bab 2 dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu melayani 

masyarakat tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya sehingga tidak 

memperlambat kinerja pemerintahan itu sendiri. Tetapi memang tugas pemerintah 

selain melayani adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik agar dapat 

mencapai tujuan yang sama dengan masyarakat. Pemerintah saat ini di Kabupaten 

Tuban sudah terpercaya dalam melaksanakan sebuah pemerintahaan namun 

memajukan Kabupaten Tuban bukan berasal dari peran pemerintahnya saja. 

Masyarakat memiliki peran yang lebih aktif untuk dapat memajukan daerahnya agar 

dapat berkembang pesat karena pemerintah bekerja dari masyarakat dan untuk 

masyarakat. Sehingga seharunya masyarakat yang berperan aktif terutama untuk 

membantu menyumbangkan pendapatan mereka atas pengelolaan atau pemanfaatan 

objek pajak daerah. Maka dari dana yang terkumpul itulah yang dapat menjalankan 

segala pembangunan daerah yang bermanfaat bagi warga masyarakatnya sendiri. 

3.2 Saran 

Dari Pendapatan Asli Daerah Triwulan II dapat dilihat bahwa perlu adanya 

optimalsasi dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Diantaranya adalah 

pemerintah perlu menjangkau untuk semua wajib pajak yang memang merupakan 

subyek pajak. Selain itu pemerintah perlu mempertimbangkan tentang target yang 

telah ditetapkan pada peraturan daerah agar dapat disesuaikan dengan keadaan di 

lapangan. Kemudian mengawasi badan yang berdiri atau menjalankan usaha di 

Kabupaten Tuban agar dapat mengoptimalkan pendapatan jika usaha atau badan 

tersebut merupakan objek atau subyek pajak daerah. Selain itu memberikan 

pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran retribusi seperti retribusi parkir tepi 

jalan umum yang dapat dibayarkan di samsat sekaligus membayar pajak kendaraan. 

Kemudian mempertegas aturan dan ketetapan yang sudah dibuat agar tidak terjadi 
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penyimpangan dan dapat merugikan pemerintah daerah seperti masalah pada iklan 

liar pada billboard, dan perlu melihat situasi dilapangan agar dapat dilaporkan dan 

segera diberi tindakan tegas dengan dibantu pihak terkait untuk menertibkan 

billboard liar tersebut. Serta melakukan pendataan secara rinci agar tidak terjadi 

tanda – tanda melarikan diri dan diberikan tindakan tegas sesuai keteapan undang 

– undang yang berlaku. Serta pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak terkait 

untuk menghimbau nelayan yang mengakap atau membudidaya ikan tanpa izin 

yang diterbitkan oleh pemerintah. 

Beberapa saran yang dijabarkan perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

agar dapat mengoptimalkan pemdapatan daerah supaya dapat menjalakan 

pembangunan daerah. Namun efektifitas pemungutan retribusi daerah dilihat dari 

mengatur pengeluaran dan pemasukan dengan maksimal. Maka selain melakukan 

hal – hal yang dapat memangkas pengeluaran seharusnya dapat juga 

mengoptimalkan pemasukan sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa 

dikatakan berhasil. Kendala dari mengoptimalkan pendapatan daerah adalah 

menurunnya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah sehingga 

membutuhkan peran seorang konsultan pajak daerah dari pemerintah daerah agar 

dapat membantu masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu 

konsultan pajak daerah juga akan menambah jumlah wajib pajak diluar sana yang 

belum dijangkau pemerintah sehingga pemasukan akan bertambah dan 

mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. 

Dengan adanya konsultan pajak daerah masyarakat dapat berkonsultasi 

mengenai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah tanpa harus jauh – jauh. 

Selain itu konsultan pajak akan menyebar keseluruh wilayah yang akan menjangkau 

masyarakat agar pengetahuan tentang kebijakan semakin menyebar bersama 

konsultan pajak. Dengan adanya konsultan pajak daerah ini maka Dewan 

Pemerintahan Daerah perlu mengatur peraturan daerah yang membahas tentang 

konsultan pajak daerah itu sendiri. Perlu adanya kode etik sebagai seorang 

konsultan pajak daerah agar dapat bersinergi bersama pemerintah daerah maupun 

konsultan pajak daerah yang lain. Konsultan pajak daerah ini dapat 

dipertimbangkan didaerah lain untuk sebagai bahan pertimbangan, selain itu 
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dengan adanya konsultan pajak daerah itu sendiri maka optimalisasi pajak daerah 

dan retribusi daerah akan terlaksana karena konsultan pajak daerah akan 

berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak atas pajak daerah 

dan retribusi daerah itu sendiri. 
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